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Abstrak
Pembangunan di daerah perbatasan merupakan strategi dalam upaya mengentaskan

kemiskinan dan mengangkat daerah tertinggal menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk
membangun daerah tertingga lini dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pedesaan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan
ekonomi, UMKM, dansosial pedesaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat ditempuh melalui
peningkatan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, meningkatkan ketersediaan sarana
dan prasarana, mendukung dan memperkua tinstitusi, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
alam. Penelitian ini mendekripsikan fenomena sekaligus berupaya untuk mencari tahu upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM yang terdapat di daerah perbatasan.  Metode penelitian 
yang dilakukan adalah dengan cara menempatkan responden yang di asumsikan memiliki keterkaitan 
kuat dengan penelitian. Fokus grup diskusi juga dilakukan untuk melakukan pendalaman terhadap 
infromasi yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi Asean, Perbatasan

PENDAHULUAN
Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara berkembang (NSB) lainnya, 

perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita 
sangat berpotensi sebagai motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan 
transformasi sosial, yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap 
penurunan tingkat kemiskinan. Lagi pula, Indonesia termasuk negara di dunia yang 
punya komitmen penuh dalam mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goals atau MDGs), yang dua diantaranya adalah 
pemberdayaan wanita dan mengurangi kemiskinan ekstrim hingga tingkat lebih 
rendah tertentu pada tahun 2015. N amun demikian, tidak hanya di Indonesia tetapi 
juga di banyak NSB lainnya, terutama di negara-negara yang pembangunan 
ekonominya masih belum maju, yang direfleksikan oleh tingkat pendapatan per kapita 
dan derajat dari industrialisasi yang masih relatif rendah, potensi yang dimiliki wanita 
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tersebut masih belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan di negara-negara 
maju (NM) yang perkembangan wanita pengusaha sudah jauh lebih maju.  

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tergolong jenis usaha marginal, 
ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan 
akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. 
Namun demikian sejumlah kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha 
mikro berperanan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja 
melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga 
murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga 
merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi 
meningkatkan posisi tawar (bargaining position) perempuan dalam keluarga. 

Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah 
satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan 
bertambahnya pendapatan perempuan atau akses perempuan terhadap sumber-sumber 
daya ekonomi melalui usaha ini, maka kemampuan dan kesempatan mereka 
bernegosiasi dalam rumah tanggapun meningkat. Posisi tawar mereka berubah dan 
pendapat mereka mulai diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan 
dalam rumah tangga.  

Partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 
tujuan pembangunan. Upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh 
perempuan ini menjadi penting, karena perempuan berhadapan dengan kendala-
kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu ketika 
mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di 
masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan 
perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. 
Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang 
tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan ketrampilan spesifik. Pekerjaan ini 
biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan 
kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta 
pendapatan yang rendah. Beberapa studi mengindikasikan upah perempuan lebih 
rendah dari laki-laki. 

Salah satu studi menunjukkan bahwa upah perempuan sekitar 70% dari upah 
laki-laki. Dilihat dari akses terhadap kredit, pengusaha perempuan diperkirakan 
mempunyai akses yang lebih kecil, 11% dibandingkan laki-laki, 14%. Mengingat 
porsi perempuan dalam usaha mikro cukup menonjol, maka peningkatan ekonomi 
perempuan dilakukan antara lain melalui upaya berupa program, atau kegiatan 
penguatan usaha mikro. Upaya ini telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga 
pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga swasta, lembaga perbankan, lembaga 
donor, maupun lembaga atau individu lain. Namun demikian hingga kini sulit 
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memastikan seberapa banyak upaya yang telah dilakukan karena informasi yang 
tersedia terbatas. 

Guna mengetahui dampak dari diberlakukaknya Masyarakat Ekonomi Asean 
pada tahun 2015 dalam kaitannya dengan ekonomi perempuan perdesaan di 
perbatasan Propinsi Riau perlu dilakukan kajian dalam rangka pengambilan kebijakan 
bagi Pemerintah Propinsi Riau. 

 
 

 
METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 
Penentuan lokasi penelitian secara purposive, dilakukan berdasarkan pertimbangan 
sebaran penduduk dan keterbatasan sumber daya, kabupaten yang memperoleh upaya 
penguatan usaha mikro paling banyak dibanding kabupaten lainnya. Di kabupaten 
dipilih satu atau dua desa sampel. Penentuan desa secara purposive. Desa dipilih 
berdasarkan kriteria desa unggulan atau desa terpadu di Kabupaten dan desa yang 
banyak potensi UMKM perempuan dan desa yang sedikit potensi UMKM perempuan.  

 
 
1. RespondenPenelitian

Responden penelitian lapangan terdiri dari instansi pemerintah yang terkait 
dengan usaha mikro, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan 
UKM, BPMD, BPS, IWAPI, Kantor Kecamatan, dan Kantor Desa. Kemudian 
responden dari UMKM perempuanadalah 10 UMKM usaha mikro di masing-masing 
desa sampel, baik yang menerima upaya penguatan maupun tidak. Responden usaha 
mikro dipilih secara purposive dengan pertimbangan variasi jenis usaha, usaha sudah 
berjalan relatif lama, mewakili usaha yang relatif berhasil dan kurang berhasil, serta 
keterwakilan pengusaha mikro perempuan. 

 
2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan kajian adalah survei. Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang di peroleh melalui 
survei lapangan dan wawancara. Data primer diperoleh melalui kuisioner dan 
wawancara mendalam (indepth interview), dengan beberapa jenis responden, seperti 
Instansi pemerintah yang terkait dengan usaha mikro, yaitu Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, BPMD, IWAPI, BPS, Kantor Kecamatan, 
dan Kantor Desa.Data sekunder diperoleh dari literatur dan studi pustaka dan hasil 
laporan instansi terkait dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan 
adalah data keterlibatan perempuan dalam bidang UMKM dan telaah kebijakan dan 
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perda yang membahas mengenai UMKM dan ketelibatan perempuan di 
kabupaten/kota di Provinsi Riau. 
 Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion 
(FGD) dengan stakeholders diarahkan untuk dapat mengumpulkan informasi yang 
dapat menjawab tujuan penelitian terhadap keberadaan UMKM dalam mendorong 
kreatifitas perempuan dalam menunjang perekonomian di daerah perbatasan Provinsi 
Riau. 

3. Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif untuk 

menjawab tujuan kajian. Metode analisis yang digunakan disesuaikan dengan tujuan 
yang dicapai. Proses analisis dimulai dengan menelaah informasi atau data yang 
sudah diperoleh, baik data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara ataupun 
melalui studi dokumentasi. Setelah dibaca, ditelaah dan dipelajari keseluruhan 
informasi atau data dirangkum dalam kategori-kategori sesuai dengan masalah dan 
tujuan penelitian, selanjutnya diklasifikasi dan dikontruksikan ke dalam deskripsi utuh 
dan kemudian, dianalisis sampai memungkinkan diambil kesimpulan dan 
rekomendasi. 

PEMBAHASAN
1. Deskripsi Lembaga UMKM di lokasi Penelitian
Keberadaan lembaga formal dan non formal di tengah-tengah masyarakat sangat 
penting dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Peranan keberadaan lembaga kemasayarakat menjadi penting 
ditengah-tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lembaga-
lembaga kemasyarakat yang terdapat di Kelurahan Sungai Sembilan adalah lembaga 
adat, lembaga keagamaan, lembaga keamanan, kelurahan, lembaga ekonomi simpan 
pinjam, dan organisasi kelembagaan kemasayarakat kelurahan, seperti Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), PKK, Karang taruna, dan RT. 
Keberadaan lembaga adat tidak lagi menjadi hal yang ditonjolkan di Kelurahan 
Sungai Sembilan, selain tidak terlihat simbol-simbol adat secara fisik, juga adat 
digunakan dalam aktivitas yang berkaitan dengan urusan-urusan tertentu saja, seperti 
perkawinan, kelahiran, kematian, dan kegiatan lain. Pluralisme suku yang terdapat di 
Kelurahan Sungai Sembilan menjadi salah satu penyebab tidak menonjolnya kegiatan 
adat secara fisik. Lembaga adat tidak lagi mengatur urusan-urusan aktivitas ekonomi 
yang dilakukan masyarakat sehari-hari, seperti bercocok tanam, perikanan dan laut, 
kehutanan, dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Aktivitas yang masih 
melibatkan lembaga adat adalah  pembangunan rumah, dan penyelesaian masalah atau 
konflik, serta pembangunan masyarakat secara umum. 
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Kemudian organisasi lembaga masyarakat lainnya yang terdapat dan berstatus aktif di 
Kelurahan Sungai Sembilan adalah: 
 

1. LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan (LPMK),  
2. PKK, 
3. KarangTaruna, 
4. RukunTetangga (RT), 
5. Forum Komunikasi Kader PemberdayaanMasyarakat, 
6. WiridYasin/PengajiandanArisan 
7. OrganisasiKeagamaan 

 
Lembaga ekonomi yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan adalah Usaha 
Ekonomi Kelurahan (UEK) Simpan Pinjam yang tersebar disetiap kelurahan, dan 
terdapat 3 unit Koperasi Unit Desa (KUD) dan 4 unit Koperasai Serba Usaha. UEK-
SP merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang menyediakan sumber pembiayaan 
untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Namun kondisi koperasi pada 
umumnya tidak berperan aktif dalam membantu perekonomian masyarakat, dan 
cenderung dimanfaatkan secara personal oleh pengurus dalam kegiatan bisnis. 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Dumai berbanding terbalik dengan 
kemajuan industri yang ada di Kota Dumai secara umum.  D umai memiliki angka 
persentase pengangguran yang tertinggi di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi 
Riau.  Angka perceraian rumah tangga di Kota Dumai terbilang tinggi.  Hal ini antara 
lain disebabkan oleh dan mencerminkan rendahnya pendapatan masyarakat.  S ecara 
makro perekonomian Kota Dumai didominasi oleh sector industry dan perdagangan. 
Namun kondisi ini tidak tergambar dari aktivitas ekonomi masyarakat yang masih 
didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian. Gambaran ekonomi masyarakat 
perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perikanan Potensi perikanan tangkap di 
Dumai terus mengalami penurunan.  Kelesuan penangkapan ini mulai terjadi setelah 
kenaikan harga BBM pasca reformasi.  K enaikan harga BBM tidak diiringi dengan 
kenaikan harga jual ikan di pasaran.  Manaikkan harga ikan hasil tangkapan nelayan 
akan mengakibatkan terjadinya peralihan konsumsi ikan oleh konsumen kepada 
produk perikana darat.Hasil perikanan tangkap di laut menjadi jauh lebih mahal 
dibandingkan dengan perikanan darat yang harga jualnya relatif lebih murah.  Alhasil, 
penangkapan ikan di laut secara tradisional oleh masyarakat menjadi tidak efektif dan 
berbiaya tinggi. 

Perusahaan yang memiliki modal besar mengusahakan penangkapan dengan 
menggunakan kapal yang lebih besar dan bisa melaut dalam waktu yang lebih lama 
karena dilengkapi dengan pendingin hasil tangkapan yang lebih baik.  Hasilnya pun 
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menjadi lebih banyak dan lebih menguntungkan karena diusahakan secara besar-
besaran atau memenuhi skala ekonomi yang lebih efisien.  S aat ini, masyarakat 
nelayan pada umumnya tidak mampu bersaing dan hanya mengusakan tangkapan 
pada perairan dangkal hanya sekadarnya. Keterbatasan armada dan alat tangkap dan 
pengetahuan nelayan yang relatif terbatas mengakibatkan daya saing dengan nelayan 
asing lebih rendah. Hal ini terlihat pada persepsi masyarakat terhadap potensi 
perikanan 

Daya saing nelayan semakin rendah akibat keterbatasan armada dan alat tangkap, 
selain faktor lingkungan pesisir pantai yang banyak digunakan untuk kawasan 
industri. Upaya untuk menyediakan usaha bagi nelayan pernah dikembangkan usaha 
budidaya perikanan darat, namun tidak berkembangan dengan baik. Usaha perikanan 
darat yang pernah dirintis adalah budidaya ikan bandeng dan udang, namun masih 
terkendala dengan kebiasaan petani sebagai nelayan tangkap, penyediaan benih dan 
input produksi budidaya ikan yang masih terbatas, terbatasnya permodalan nelayan, 
dan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam budidaya 
perikanan darat adalah sektor perdagangan dan industri pengolahan. Namun 
demikian, beberapa wilayah pinggian justru berkarakteristik pedesaan dengan mata 
pencaharian penduduk banyak pada sektor pertanian. Luas areal perkebunan kelapa 
sawit di Dumai adalah 34.003 ha dan terdapat sebanyak 55,05 persen di Kecamatan 
Sungai Sembilan atau sebanyak 18.717 ha. Kebanyakan perkebunan kelapa sawit 
tersbut diusahakan oleh rakyat, dan pada umumnya masih merupakan tanaman 
menghasilkan yaitu sebanyak 61,61 pe rsen dan tanaman belum menghasilkan 37,40 
persen (Lihat Gambar 4. 5). Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan tanaman 
kelapa sawit sudah berlangsung lama dan masih terus berkembang. Saat ini jumlah 
petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit sebanyak 4.524 petani di 
Kecamatan Sungai Sembilan. 
  
Merosotnya usaha perikanan telah mengakibatkan masyarakat mengalihkan usahanya 
kepada usaha perkebunan. Menurut persepsi responden, sebanyak 60,00 persen 
responden menyataka bahwa usaha perkebunan meningkat, dan sebanyak 40,00 
persen lagi menyatakan usaha perkebunan tetap. Sedangkan usaha pertanian lading 
menurut 50,00 pe rsen responden menyatakan berkurang, dan masing-masing 25,00 
persen menyatakan bertambah dan tetap. 
Pegembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat 
perkembangna perkebunan kelapa sawit di Riau, dan Dumai merupakan daerah 
kluster industri pengolahan kelapa sawit di Riau. Perkembangan industry kelapa sawit 
di Riau menjadi faktor penarik bagi masyarakat dalam mengusahakan perkebunan 
kelapa sawit. Selain itu, faktor pendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit 
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yang mengalihkan usahanya dari laut ke daratan untuk mempertahankan hidup. 
Karena kegiatan perikanan masyarakat di Dumai yang terus mengalami penurunan 
maka pembukaan perkebunan kelapa sawit adalah alternatif yang menarik bagi 
masyarakat.  A palagi hal ini didukung oleh tempat pemasaran yang dekat dengan 
berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dumai. 
 
2. BisnisReparasidanPenjualan Barang Bekas
Bisnis reparasi dan penjualan kembali barang bekas di Kota Dumai sempat marak 
pada tahun 1990-an.  Bisnis ini bahkan bisa menghidupkan lebih dari 500 keluarga di 
kota Dumai dan terkenal sampai ke luar Provinsi Riau.  Barang-barang bekas yang 
direparasi ini meliputi antara lain perabot (meja, kursi, tempat tidur), peralatan listrik 
rumah tangga (kipas angin, kulkas, mesin cuci, vacuum, microwave), karpet, dan 
spring bed.  Barang-barang ini pada umumnya berasal dari Malaysia dan Singapura 
yang dibawa masuk menggunakan kapal laut.  Pasaran barang bekas ini sangat baik 
dan bahkan lebih disukai oleh pembeli daripada membeli membeli barang baru 
produksi sekarang.  Hal ini karena kualitas barang bekas asalnya yang memang sudah 
berkualitas tinggi.  D engan hanya sedikit sentuhan perbaikan, maka kondisi barang 
bekas ini bisa dikembalikan ke kondisi 90-95 persen kondisi barunya. 
 
Saat ini, usaha perdagangan barang bekas ini mengalami kelesuan karena ada 
larangan masuk bagi barang-barang bekas ke Dumai.  Beberapa pedagang mensiasati 
dengan mengambil barang bekas yang ada dari Tembilahan (Indragiri Hilir) dan 
Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara).  S aat ini hanya sekitar 20 keluarga yang 
mengusahakan pengolahan barang bekas ini dengan omzet yang tidak seberapa besar.  
Hal ini sangat disayangkan karena posisi Dumai yang berada pada perlintasan barang 
(pintu gerbang Provinsi Riau) sangat strategis untuk memperdagangkan barang-
barang bekas yang tidak lagi bernilai ekonomis di Malaysia dan Singapura, tetapi 
masih bisa diolah dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi setelah diolah di Dumai.  
Kota Dumai yang mudah dicapai dari penjuru Riau sangat menguntungkan dalam hal 
ini.  Hal ini ditambah pula dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Dumai 
yang sudah terbiasa me-rekondisi (reconditioning) peralatan elektronik dan barang 
bekas yang tidak bisa ditemukan pada masyarakat di tempat lain. Perlu ada usulan 
untuk merevisi kebijakan perdagangan dan import barang bekas yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Pusat supaya ada kesempatan untuk menggiatkan lagi perdagangan 
barang bekas ini di Kota Dumai, apakah dalam bentuk perizinan masuk untuk barang 
bekas jenis tertentu atau dengan jumlah kuota tertentu, sehingga keuntungan dari 
posisi di perbatasan bagi Kota Dumai bisa dimanfaatkan. 
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3. Panglong (Dapur) ArangBakau 
Usaha pembuatan arang dengan bahan baku kayu bakau sudah turun temurun 
dilakukan oleh penduduk asli Sungai Sembilan.  U saha ini pada awalnya tidak 
mengancam ekosistem mangrove karena pertumbuhan mangrove lebih cepat 
dibandingkan dengan pengambilan kayu bakau dari usaha panglong arang.  Dahulu, 
kayu bakau yang digunakan untuk bahan baku arang berukuran besar (sampai 
diameter 20 cm), sekarang sudah menyusut sampai maksimal hanya diameter 10 cm 
saja. Bahkan banyak arang kayu yang hanya berdiameter 5 cm.  D ari sisi kualitas 
lingkungan, hal ini tentu mengancam karena pertumbuhan kayu mangrove yang lebih 
lambat dari pemanfaatan kayu mangrove.  Usaha panglong arang banyak dimiliki oleh 
pengusaha etnis Cina sebagai tauke (bos) atau pemodal.  Pekerja dan tenaga pekerja 
dan mengoperasikan seluruh aktivitas produksi adalah masyarakat tempatan yang 
sudah berpengalaman bertahun-tahun mengolah kayu bakau menjadi arang, dan 
banyak juga pekerja panglong (dapur) arang bakau dari penduduk pendatang.  Saat ini 
terdapat panglong (dapur) arang bakau yang diusahakan dengan membuat kemasan 
dan langsung dibawa ke Malaysia, namun sayang kemasan tersebut disediakan oleh 
pedagang dari Malaysia. Potesi arang bakau ini telah dimanfaatkan oleh pasar 
Malaysia dengan memanfaatkan bahan baku kayu mangrove dari Dumai. 
 
4. PemasarandanLembagaPemasaran 
Hasil tangkapan ikan para nelayan pada saat ini tidak lagi mencukupi untuk diekspor 
ke Malaysia. Hasil produksi perikana lebih banyak dijual ke pasar lokal. Bahkan 
menurut wawancara dengan masyarakat kebutuhan ikan untuk Kota Dumai justru 
lebih banyak dipasok dari Sumatera Utara, khususnya Tanjung Balai Asahan dan 
Sibolga.  K ondisi ini berbeda dengan kondisi pada 5 – 10 tahun yang lalu dimana 
hasil penjualan ikan produksi nelayan lebih banyak dijual di Malaysia. Menurut 
persepsi responden, cakupan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat lebih 
banyak dijual di desa sendiri daripada dijual ke pasar atau ke tengkulat atau toke. 
Sebanyak 70,00 pe rsen responden menyatakan bahwa hasil produksi dijual di desa 
sendiri, dan 30,00 pe rsen menyatakan dijual ke luar desa, dan tidak ada responden 
yang menyatakan hasil produksi yang diperoleh dijual ke negara tetangga.  
 
Cara penjualan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produksi yang dihasilkan 
adalah dijual sendiri ke pasar atau langsung ke konsumen, dan hanya sebahagian kecil 
saja masyarakat yang masih menjual hasil produksi ke tengkulak atau toke. Sebanyak 
95,00 persen responden menyatakan produksi yang dihasilkan dijual langsung ke 
pasar atau ke konsumen, dan hanya 5,00 pe rsen responden yang masih terikat 
pemasaran kepada tengkulak atau toke. Bebeda dengan daerah perbatasan lain yang 
relatif memiliki infrastruktur yang terbatas dan pasar yang jauh untuk diakses. 
Kecamatan Sungai Sembilan merupakan daerah yang terbuka dan cukup dekat dari 
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Kota Dumai. Kondisi ini menyebabkan akses pasar dan mobilitas penduduk cukup 
dinamis, sehingga informasi pasar lebih terbuka.  
 
Selain penjualan hasil produsi, pemenuhan kebutuhan pokok m asyarakat lainnya 
seperti gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, dan kebutuhan pokok lain 
seperti sayuran dan buah dipasok dari luar daerah dan tersedia dengan cukup di 
daerah ini. Perdagangan luar negeri untuk kebutuhan masyarakat saat ini sudah sangat 
berkurang dan hampir tidak ada lagi produk luar negeri yang masuk ke Kecamatan 
Sungai Sembilan. Artinya saat ini kebutuhan pokok masyarakat telah dipasok dari 
produk dalam negeri. ketrampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang 
menghambat perkembangan kegiatan ekonomi. Masalah lain yang sering dihadapi di 
perdesaan adalah kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang belum mantap, dan  
kapasitas kelembagaan dalam menunjang aktivitas perekonomian pedesaan masih 
terbatas. Kota Dumai dan Kecamatan Sungai Sembilan sebagai daerah perkotaan 
dengan karakteristik  pe rdesaan realatif lebih terbuka dari akses penduduk luar, dan 
masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi. 
Ketersediaan lembaga penunjang di perdesaan sangat penting untuk mendukung 
aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Lembaga penting yang harus tersedia adalah 
sumber input produksi bagi masyarakat, lembaga penyuluhan dan pembinaan 
ekonomi masyarakat, lembaga pembiayaan yang bisa diakses oleh masyarakat, pasar 
dan lainnya. Lembaga-lembaga ini hampir semuanya dapat diakses masyarakat di 
Kecamatan Sungai Sembila. Lembaga lain yang cukup penting adalah sumber 
informasi pasar dan pengembangan usaha bagi masyarakat dan penyediaan teknologi 
tepat guna yang dapat dengan mudah diperoleh masyarakat pedesaan. 
 
Lembaga pembiayaan tersedia cukup untuk diakses masyarakat Kecamatan Sungai 
Sembila di Kota Dumai, namun persoalan kemampuan akses permodalan menjadi 
masalah bagi masyarakat. Peryaratan lembaga keuanga formal yang cukup rumit 
menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam 
pengembangan usaha ekonomi produktif, yaitu sebanyak 80,00 persen responden, dan 
hanya 20,00 persen responden yang memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan 
untuk pengembangan usaha. Sumber pembiayaan lain yang dapat diakses masyarakat 
adalah lembaga keuangan mikro (LKM) Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam 
(UEK-SP). Namun permasalahan keterbatasan lembaga keuangan mikro dalam 
melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat masih terbatas. 
 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, maka 
masyarakat perlu pelatihan. Penyediaan pelatihan biasanya adalah pemerintah daerah 
melalui dinas teknis terkait. Pelatihan yang pernah diikuti oleh responden adalah 
pelatihan produsi atau teknik produksi yaitu sebanyak 45,00 pe rsen responden, 
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pelatihan pemasran produksi sebanyak 35,00 persen responden, dan pelatihan lainnya 
oleh 25,00 persen responden. Pelatihan seharusnya dilakukan untuk mengatasi kedala 
utama yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Kendala utama 
yang dihadapi penduduk dalam kegiatan pengembangan ekonomi adalah keterbatsan 
modal yang dinyatakan oleh sebanyak 40,00 pe rsen responden, kemudian kendala 
teknik produksi yang masih tradisional sebanyak 35,00 persen responden, dan 25,00 
persen responden menyatakan pemsaran produksi yang terbatas. Semua masalah 
tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas masyarakat.  
 
menjadi hubungan patron-client. Toke (tengkulak) merupakan patron yang memiliki 
kekuasaan (power), status sosial yang lebih tinggi, dan wewenang, sedangkan nelayan 
bertindak sebaga client yang berperan sebagai bawahan atau orang yang diperintah 
atau disuruh. Pola hubungan patron-client merupakan aliansi dari toke dengan 
kelompok nelayan atau individu, dengan status, kekuasaan, maupun penghasilan yang 
berbeda. Clientberkedudukan lebih rendah (inferior), dan patrondengan kedudukan 
yang lebih tinggi (superior). Dalam pandangan umum oleh para nelayan, patron yaitu 
toke merupakan orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-klien 
(nelayan) dalam akrtivitas ekonomi ini. Pola relasi seperti ini dalam arti positif dapat 
mejadi hubungan kemitraan,  namun dapat juga menjadi hubungan eskploitatif antara 
patron terhadap client.  
 
Menurut persepsi responden diperoleh bahwa kondisi pemasaran di Kecamatan Rupat 
Utara tidak berkembang dengan baik, dimana untuk sumber peralatan produksi yang 
biasa digunakan oleh petani lebih banyak diperoleh dari desa itu sendiri atau dari luar 
desa. Sedangkan cakupan pemasaran produksi yang dihasilkan masyarakat sebanyak 
65,00 persen dijual didalam desa itu sendiri, dan 35,00 persen keluar desa. Kemudian 
cara penjualan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dijual kepada 
tengkulak atau toke, dimana sebanyak 60,00 responden mengatakan menjual hasil 
produksi kepada tengkulak atau toke, dan hanya 30,00 persen yang menyatakan dijual 
langsung ke pasar, dan 10,00 persen menyatakan dijual kepada Koperasi. 
 
Penjualan produksi yag dominan kepada tengkulak atau toke mengindikasikan bahwa 
terdapat hubungan patron-client yang sangat kuat, sehingga perbaikan sistem 
pemasaran menjadi suatu hal yang penting. Pengembangan lembaga pemasaran dan 
lembaga ekonomi lain yang dibutuhkan oleh nelayan menjadi sulit karena hubungan 
patron-client telah terjalin sangat lama. Kelemahan pola relasi yang terjadi ini adalah 
ketidaksetaraan, sehingga nelayan lebih banyak dirugikan. Bantuan pemerintah sering 
tidak efektif untuk memutus pola relasi ini, karena dilakukan dengan penggalan 
proyek yang tidak menyentuh hulu-hilir dari aktivitas nelayan. Pola relasi patron-
client juga terjadi pada aktivitas ekonomi produksi arang bakau. Toke memiliki 
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kekuasaan dan kekuatan untuk menyediaka modal investasi pembangunan dapur 
(pembakaran) arang bakau, sedangkan masyarakat menjadi pekerja di dapur arang 
tersebut. Pola relasi yang demikian juga membentuk satu sistem produksi dan 
pemasaran, yang pada sebahaga besar dikuasai oleh toke. Pola Pemasaran arang 
bakau di Rupat Utara dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
Sistem dan saluran pemasaran hasil produksi karet masyarakat di Rupat Utara juga 
melibatkan toke sebagai pedagang pengumpul hasil produksi ojol masyarakat untuk 
dijual ke pabrik crumb rubber di Sumatera Utara. Dalam system pemasaran karet 
rakyat belum terlihat adanya hubungan patron-client yang kuat, sehingga harga karet 
produksi yang diterima masyarakat masih tergolong tinggi. Hal penting lainnya dalam 
sistem pemasaran adalah pola tataniaga barang kebutuhan pokok masyarakat. 
Masyarakat Rupat Utara dalam sistem pemasaran merupakan net-consumer untuk 
kebutuhan pokok kecuali ikan dan beras. Barang kebutuhan pokok yang dipasok dari 
lokal adalah  p adi atau beras yang diusahakan masyarakat pada lahan-lahan kering 
(lading huma), yang akan digunakan untuk perkebunan karet. Sistem usahatani 
subsisten sudah berlangsung pada usahatani padi, dan pada umumnya tidak 
diperjualbelikan. Usahatani padi pada lading huma telah menjadi aktivita ekonomi 
masyarakat yang dilakukan sejak lama, bahkan dengan sistem berpindah-pindah. 
Bergeseran pola usahatani menetap dilakukan sejak masyarakat mengenal komoditi 
karet, dimana bekas ladang huma dijadikan areal  
pengembangan karet.  
 
Kebutuhan pokok masyarakat lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, daging, telur, 
susu, dan kebutuhan pokok lain seperti sayuran dan buah dipasok dari luar daerah. 
Pasokan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dulunya dari hasil perdagangan 
dengan negara tetangga (Malaysia) yang dilakukan oleh para toke ikan dan arang 
bakau. Namun saat ini pola perdagangan demikian sudah berubah, dimana pasokan 
kebutuhan pokok masyarakat dipasok dari dalam negeri, khususnya Dumai.  
 
5. LembagaPenunjangLainnya
Pedesaan pada umumnya menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya prasarana 
dan sarana dasar, informasi peluang usaha/pasar, pengetahuan, ketrampilan teknis dan 
kewirausahaan masyarakat yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi di 
perdesaan. Masalah lain yang sering dihadapi di perdesaan adalah belum mantapnya 
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, dan  m asih rendahnya kapasitas 
kelembagaan dalam menunjang aktivitas perekonomian pedesaan. Ketersediaan 
lembaga penunjang perdesaa sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat. Lembaga penting yang harus tersedia adalah sumber input 
produksi bagi masyarakat, lembaga penyuluhan dan pembinaan ekonomi masyarakat, 
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kekuasaan dan kekuatan untuk menyediaka modal investasi pembangunan dapur 
(pembakaran) arang bakau, sedangkan masyarakat menjadi pekerja di dapur arang 
tersebut. Pola relasi yang demikian juga membentuk satu sistem produksi dan 
pemasaran, yang pada sebahaga besar dikuasai oleh toke. Pola Pemasaran arang 
bakau di Rupat Utara dapat digambarkan sebagai berikut. 
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lembaga penunjang perdesaa sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat. Lembaga penting yang harus tersedia adalah sumber input 
produksi bagi masyarakat, lembaga penyuluhan dan pembinaan ekonomi masyarakat, 



696

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

663 
 

lembaga pembiayaan yang bisa diakses oleh masyarakat, pasar dan lainnya. Saat ini 
lembaga-lembaga tersebut masih belum tersedia dengan baik di Kecamatan Rupat 
Utara. Lembaga lain yang cukup penting adalah sumber informasi pasar dan 
pengembangan usaha bagi masyarakat dan penyediaan teknologi tepat guna yang 
dapat dengan mudah diperoleh masyarakat pedesaan. 
 
Keterbatasan lembaga keuangan bagi masyarakat ditunjukkan oleh sumber 
permodalan yang digunakan oleh masyarakat dalam pengembangan usaha dari modal 
sendiri yaitu sebanyak 65,00 pe rsen, hanya 10,00 pe rsen responden yang 
menggunakan modal dari sumber pinjamanlembaga keuanga, dan 25,00 persen 
responden memperoleh permodalan dari tegkulak atau toke. Lembaga penunjang 
pelatihan masih diperlukan, walau sudah ada masyarakat yang pernah megikuti 
pelatihan dari program yang disediakan oleh pemerintah. Pelatihan diperlukan untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas 
ekonomi produktif. Kendala utama yang dihadapi oleh responden adalah keterbatasan 
modal, yaitu sebanyak 50,00 persen responden, sehingga memerlukan pengatahuan 
dan kemampuan masyarakat untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga 
pembiayaan formal. Kendala utama lain yang dihadapi dalam berusaha adalah 
teknologi produksi, karena sebanyak 40,00 pe rsen responden manyataka bahwa 
teknologi yag digunakan masih terbatas dan tradisional. Kendala lain yang dihadapi 
adalah pemasaran. Untuk itu, perbaikan lembaga pemasaran dan sistem tataniaga hasil 
produki masyarakat memerlukan perhatian dalam pengembagan ekonomi daerah 
perbatasan. 
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6. StrategiPengembanganEkonomi Daerah Perbatasan 
 
Konsep pegembangan ekonomi daerah perbatasan harus dilakukan melalui strategi 
pendekatan wilayah. Konsep ini dapat dikatakan merupakan konsep kombinasi dari 
beberapa program dalam suatu wilayah dan setiap program yang dilakukan dapat 
saling terkait antara satu program dengan program yang lain. Hal ini dikarenakan, 
pada suatu wilayah, dapat saja mempunyai beberapa permasalahan dan setiap 
permasalahan dapat diselesaikan secara terpadu dan terintegrasi. Pengembagan 
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ekonomi daerah perbatasan diharapkan menjadi kawasan terintegrasi, sehingga dapat 
menjadi kawasan pertumbuhan baru. Oleh sebab itu diperlukan perubahan paradigma 
pembangunan yang diarahkan pada terjadinya pemerataan (equity), mendukung 
pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan 
ekonomi. Dengan demikian pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan 
spasial pada perbatasan ditujukan untuk meningkatan kualitas dan nilai manfaat bagi 
masyarakat lingkungannya. Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi daerah 
perbatasan perlu menangani potensi daerah melalui pengembangan kegiatan usaha 
produktif pada sektor potensial yang dapat dikembangkan. Pengembangan ekonomi 
daerah perbatasan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan 
pemerataan pembangunan, sehingga semua stakeholder di daerah perbatasan yang 
terdiri dari petani/nelayan, pedagang, pengrajin atau bentuk usaha produktif lainnya 
dapat berpatisipasi dalam pembangunan daerah perbatasan. Model pengembangan 
ekonomi daerah perbatasan perlu mempertimbangkan peran semua stakeholder 
pembangunan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Keterlibatan semua 
stakeholder menjadi sangat penting untuk berperan sesuai dengan fungsi masing-
masing. Aspek penting yang perlu ditangani dalam pengembangan ekonomi daerah 
perbatasan adalah aspek hulu, aspek produksi, dan aspek hilir. Model pengembangan 
ekonomi daerah perbatasan tersebut. 
 
Daerah perbatasan akan dikembangkan dengan mengubaharah kebijakan 
pembangunan yangselama ini cenderung berorientasike dalam (inward-looking) 
menjadiberorientasi keluar (outward-looking)sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagaipintu gerbang aktivitas ekonomi danperdagangan dengan negara tetangga. 
Kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan yang relatif rendah membuat nilai 
keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi lebih rendah dibandingkan 
dengan negara tetangga. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan 
penyiapan sosial melalu pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas (capacity 
building) kepada masyarakat di daerah peratasan. Peran pemerintan ini dapat diemban 
oleh Badan Pengelola Daerah Perbatasan sebagai leading sector, yang 
mengkosolidasikan dan mengkoordinasikan semua stakeholder dalam pengembangan 
kasawaasan dan pengembangan ekonomi daerah perbatasan. Pengembangan ekonomi 
daerah perbatasan hasur dimulai dari perbaikan sistem kelembagaan ekonomi dan 
kelembagaan sosial masyarakat. Penjabaran model pengembangan ekonomi daerah 
perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Pengembangan lembaga ekonomi korporasi dengan bentuk Badan Usaha Milik 
Rakyat (BUMR) atau Koperasai sebagai wadah penyediaan input produksi bagi 
seluruh aktivitas ekonomi produktif masyarakat daerah perbatasan. Penyediaan input 
produksi menjadi penting untuk melepaskan masyarakat (pelaku ekonomi) daerah 
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perbatasan dari jerat ijon dan relasi patron-client yang merugikan petani/nelayan 
dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Penyediaan input produksi seperti modal 
(investasi dan operasional/kerja), sarana produksi, dan alat dan mesin produksi, dalam 
satu manajemen korporasi karena keterbatasan petani/nelayan (pelaku ekonomi) 
dalam penyediaan akibat jarak dari sumber input produksi yang jauh. Lembaga yang 
dibentuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga keuangan 
atau lembaga pembiayaan lain, dan dunia usaha alam penyediaan  input produksi yang 
terkoordinasi. Lembaga ini memerlukan pembinaan secara intensip dengan 
pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui dinas teknis 
terkait dengan memiliki tugas dan fungsi dalam aspek ini. 
 
Pelaksanaan proses produksi dilakukan melalui manajemen parsial oleh individu atau 
kelompok dalam masyarakat. Proses produksi dapat menyebar luas pada setiap 
kawasan, dan akan lebih baik jika dilakukan klaster (pengelompokan dan zonasi 
produk unggulan setiap kawasan daerah perbatasan). Upaya bentukan klaster usaha 
masyarakat akan memudahkan dalam pembinaan teknis yang dilakukan oleh 
pemerintah melalui dinas teknis terkait dalam pembinaan produksi masyarakat. 
Penanganan pengolahan hasil (industri pengolahan) dan pemasaran sebaiknya 
dilakukan dalam satu manajemen korporasi melalui Badan Usaha Milik Rakyat 
(BUMR) atau Koperasi yang telah dibentuk, agar terjalin pola pembinaan produksi 
yang memenuhi kala ekonomi dan berdaya saing. Tugas penangan pengolahan dan 
pemasaran hasil produksi masyarakat adalah pembentukan skala ekonomi, 
pengendalian mutu, dan standarisasi mutu produksi yang dihasikan masyarakat agar 
diperoleh produk yang berdaya saing. Pemetaaan dan zonasi produksi dan pelaku 
menjadi penting agar pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat dijadikan 
sebagai jaminan dalam menjaga keberlanjutan produksi. 
 
Pembentukan Lembaga Pemasaran Daerah (market authority) bagi hasil produksi 
masyarakat di daerah perbatasan di Riau. Pembentukan lembaga ini menjadi penting 
untuk menjembatani perdagangan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat 
pada setiap daerah perbatasan yang terkoordinasi dalam satu lembaga.  F ungsi 
lembaga pemasaran daerah adalah a) mengkoordinasikan aktivitas pemasaran produk 
yang dihasilkan masyarakat di daerah perbatasan, b) memperbaiki sistem pemasaran 
dan pengembangan pasar baru (market expansion) dan pengembangan produk di 
daerah perbatasan, c) mengkolaborasikan antara swasta dan pemerintah dalam 
penciptaan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran, dan d) pengembangan dan 
perbaikan manajemen dalam proses produksi dan pengolahan hasil terkait dengan 
kebutuhan permintaan pasar dan industri pengolahan. 
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7. PolaPengelolaanEkonomi Daerah Perbatasan 
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang mucul dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut di daerah perbatasan, dibutuhkan suatu model 
pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna 
(kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain) dan pemerintah yang dikenal 
dengan co-Management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu 
pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi 
pada satu pihak dapat dieliminasi. Hal ini menjadi penting karena kuatnya pola relasi 
patron-client pada wilayah pesisir, khususnya hubungan nelayan dan tengkulak atau 
toke.  
Terkait dengan model dan pola pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan, maka 
dapat dijelaskan melalui model dan skema seperti terdapat dibawah ini. 
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Model co-management pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan 
menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama nelayan, tengkulak/toke, dan 
pemerintah dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan 
wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan 
dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. 
Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis 

 
Model co-management Sebagai Alaternatif Pengembangan Ekonomi Wilayah 
Pesisir di Daerah Perbatasan 
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terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan 
sebuah struktur lembaga yang baru.  
Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management dalam pengembangan ekonomi 
daerah perbatasan akan memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik seperti:  
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut 
dalam menunjang aktivitas perekonomian, Meningkatkan kemampuan masyarakat, 
sehingga mampu berperan serta dalam setiap aktivitas perekonomian, Meningkatkan 
pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan 
berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.  
Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management ini sangat dipengaruhi oleh 
kemauan pemerintah dalam pengembangan daerah perbatasan dan pemberdayaan 
masyarakat. Oleh karena co-management membutuhkan dukungan secara legal 
maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah co-
management, mengijinkan dan mendukung masyarakat pesisir untuk mengelola dan 
melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.  
 
8. TahapanPengembanganEkonomi Daerah Perbatasan 
 
Pengembangan pilar-pilar usaha masyarakat di daerah perbatasan dengan 
menumbuhkan kembangkan usaha-usaha berbasis perikanan, pertanian dalam arti 
luas, industri pengolahan, dan pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi 
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan, maka 
diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat yang tepat. Alternatif 
pengembangan ekonomi masyarakat daerah perbatasan memerlukan strategi pada 
upaya diversifikasi usaha masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan 
ekonomi rumah tangga. Diversifikasi usaha masyarakat daerah perbatasan diperlukan 
karena potensi laut semakin menurun. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan 
dalam pengembangan ekonomi daerah perbatasan sebagai alternatif pembangunan 
ekonomi sebagai berikut: 
 

PENUTUP
Penganekaragaman dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah, pada bidang 
usaha perikanan tangkap, yang dimaksudkan untuk membentuk usaha-usaha 
masyarakat pesisir yang kuat dan terintegrasi dengan produktivitas dan nilai tambah 
tinggi, dengan aktivitas: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perikanan 
tangkap, Penumbuhan usaha bukan berbasis perikanan laut, Pengembangan rantai 
nilai usaha, Memperpanjang rantai nilai, meningkatkan inovasi, dan penguasaan 
pasar, Meningkatkan efisiensi rantai nilai, dan mengurangi dominansi toke dalam 
sistem perekonomian pesisir. Pengembangan dan penumbuhan klaster usaha 
masyarakat daerah perbatasan, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan 
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mengembangkan klaster usaha dan industri berbasis sumberdaya lokal, dengan 
aktivitas: Memperkuat rantai nilai dengan keunggulan lokasi, yang dapat mendorong 
keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, 
 
Memperkuat keterkaitan antar kelompok usaha dan klaster dalam satu sektor maupun 
dengan sektor lainnya, sekaligus mendorong kemitraan, sehingga membentuk jaringan 
serta struktur yang mendukung peningkatan nilai tambah melalui peningkatan 
produktivitas, Mendorong tumbuhnya usaha dan industri  yang memerlukan pasokan 
bahan baku dan penolong yang sama, sehingga memperkuat partnership antara usaha 
dan industri prioritas, terkait, dan pendukung, Memfasilitasi upaya-upaya pemasaran 
dalam maupun luar negeri, Merangkai kerjasama perekonomian dengan daerah 
sekitar, sebagai upaya Sinergy Development Area (SDA), yang dimaksudkan untuk 
pemerataan pengembangan ekonomi masyarakat daerah perbatasan dan memperkuat 
tatanan ekonomi yang efisien (skala ekonomi) dan daya saing wilayah. Upaya ini 
dilakukan untuk merangkai  k erjasama antar daerah perbatasan dalam satu klaster 
pengembangan ekonomi masyarakat dengan masyarakat di daerah sekitar, penekanan 
pengembangan pada setiap tahap atau rantai usaha dan bisnis, yang dapat ditempuh 
melalui  pendekatan sumber bahan baku dan penjualan hasil (produksi).  
 
Implementasi pendekatan ini menjadi penting untuk menata struktur ekonomi 
masyarakat daerah perbatasan yang tangguh dengan integrasi wilayah yang terpadu 
dan saling mendukung. Tahapan pengembangan adalah sesuatu yang diarahkan pada 
upaya konsolidasi kekuatan ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan 
memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meraih peluang yang ada, dengan 
mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian struktur dan 
kekuatan ekonomi masyarakat pada setiap wilayah pesisir dapat dibangun. 
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